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Yth. 
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;  
2. Para Pejabat Administrator; 
3. Para Pejabat Pengawas; dan 
4. Para Auditor. 
Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

 
SURAT EDARAN 

NOMOR 03/SE/Ij/2025 
TENTANG 

PEDOMAN AUDIT INVESTIGATIF 
 

A. Umum 
Pasal 432 Peraturan menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa 
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan 
intern di lingkungan Kementerian. Tugas pengawasan intern tersebut 
dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 457 huruf b, yaitu melaksanakan kegiatan 
pengawasan melalui audit dengan tujuan tertentu, investigasi, dan 
penelitian. 

Dalam rangka pencegahan dan penanganan indikasi tindak pidana 
korupsi dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pegawai 
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diperlukan 
landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum dan 
efektivitas penanganan indikasi tindak pidana korupsi dan pelanggaran 
lainnya.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat 
Edaran Inspektur Jenderal tentang Pedoman Audit Investigatif. 

 
B. Dasar Pembentukan 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 7); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890); 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2024 
tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388); 

6. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064); 

7. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 
Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 317). 






























































































